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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan hal- hal sebagai berikut : 

 

1. Penalaran hukum hakim mengenai status Justice Collaborator bagi 

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat dianggap valid namun 

tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Meskipun hakim menggunakan 

metode deduktif dengan konsistensi antara premis mayor dan premis 

minor, terdapat ketidaksesuaian premis mayor dengan kasus tindak pidana 

pembunuhan berencana. Hakim seharusnya lebih berfokus pada dasar 

hukum pidana umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

untuk menjaga kecocokan antara pertimbangan hakim dan dasar hukum 

yang relevan. 

 

2. Dalam proses persidangan, terlihat inkonsistensi dalam pertimbangan 

hakim terkait keadaan darurat atau membahayakan jiwa Terdakwa. Hakim 

seharusnya lebih mempertimbangkan dasar hukum dalam KUHP, 

khususnya Pasal 51 yang mengatur alasan penghapus pidana. Penggunaan 

UU No. 31/2014 pada kasus tindak pidana umum menciptakan 

inkonsistensi logika dalam pertimbangan hukum hakim, yang mungkin 

dipengaruhi oleh tekanan masyarakat yang berpendapat bahwa Terdakwa 

tidak bersalah. Sehingga menggambarkan dilema yang kompleks antara 

kepastian hukum dan keadilan. Meskipun kepastian hukum menjadi pilar 

utama dalam sistem peradilan, tekanan dari masyarakat dan media 

elektronik mendorong hakim untuk lebih menekankan aspek keadilan. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil analisa kasus ini, penulis menyarankan dengan hal-hal sebagai 

berikut : 



 

46 

 

1. Saran penulis dalam menghadapi kesesuaian antara pertimbangan hakim 

dan dasar hukum yang seharusnya diterapkan adalah agar hakim lebih 

cermat dalam memilih premis mayor, dengan lebih menekankan pada 

ketentuan hukum pidana yang relevan seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), terutama dalam konteks kasus pembunuhan berencana. 

Meskipun hakim telah berhasil membangun argumen yang konsisten 

dengan menggunakan metode deduktif, kecocokan antara premis mayor 

yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang tindak 

pidana tertentu perlu diperjelas. Dengan lebih berfokus pada dasar hukum 

pidana yang berlaku secara umum, hakim dapat memastikan bahwa 

penalarannya tidak hanya valid secara deduktif tetapi juga mencerminkan 

secara akurat konteks hukum yang relevan dan esensial dalam menentukan 

status Justice Collaborator. 

 

2. Penulis menyarankan agar hakim lebih memperhatikan dan mengacu pada 

dasar hukum yang relevan, Dengan memperkuat dasar hukum nya, hakim 

dapat menghindari inkonsistensi logika dalam pertimbangan nya. Selain 

itu, penting untuk menjalankan tugas dengan independen, tidak 

terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan memastikan bahwa putusan yang 

diambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terlebih 

lagi, perlu adanya pendidikan dan pelatihan kontinu bagi para hakim untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum yang relevan 

dalam menangani kasus besar yang melibatkan tuntutan masyarakat. 

Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang baik 

antara kepastian hukum dan keadilan. 
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